
PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

. ' . 

PERA TURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONE~IA . 

NOMOR 47 TAHUN 2006 

TENTANG 

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI, 

. APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATOIUUM 

KESEHATAN, EPIDEMIOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG K.ESEHATAN, 

SANITARIAN, ADMINISTRATOR KESEHA TAN, PENYUL UH KESEHA TAN 

MASYARAKAT~ PERA WAT GIGI, NUTRISIONIS, BIDAN, P:CAAWAT, 

RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS, DAN TEKNISI ELEKTROMEDIS 
~ 

DEN GAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri. Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara 

penlili. dalam Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, 
;, 

Asisten Apoteker, Pranata Laboratoriwn Kesehatan, Epidemiolog 

Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator 

Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, . 
Nutri.sionis, Bidan, Pernwat, Rad:iografer, Perekam Medis, dan 

Tekn.,si Elektromedis, perlu diberikan tunjangan jabatan 

fungsional yang sesuai dencian beban kerja dan tanggung jawab 

pekerjaannya; 

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja 

Pcgaww Negeri Sipil yang bersangkutan, dipandang · perlu 

: mengatur Tupjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, 

Apoteker, AJisten Apotekcr, Pranata Laboratorium Kesehatan, 

Epidemiolog Kcsehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, 

A,{,,.,;"; ro..,..,t" .. 
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Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, 

Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam 

Mcdis, dan Tcknisi Elektromcdis dengan Pcraturan Presiden; 

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tf',hun 1945; 
, 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 

Nomor SS, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3890); 
' 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan 

Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Ind<mesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir · dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 

(L:mb&an Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151); 

4. Peraturan Pcmerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang .Tab~tan 

Fungsional ·Pegawai Ncgeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesfo Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3547); 

" 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 

Pengan.gkatan, Pemindahan, dan Pcmberhentian Pegawai Negeri 

Sipil ... 
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Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

IS, Tambahan L~mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4263); 

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang RumpWl 

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapknn : 
1
, PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN 

~· 

' 

JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI, 

APOTEKER, ASISTEN 
1 

APOTEKER, PRANA TA 

LABORATORIUM KESEHATAN, EPIDEMIOLOG 

KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN, 

ADI\11NISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN 

MASYARAKAT, PERAWAT GIGI, NUTRISIONIS, B!D~N, 

PERA,VAT, RADIOGMFER, PEREKAM MEDIS, DAN 

TEKNISI ELEKTROMEDIS. 

Pnsal 1 

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan : 

1. Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, yang selanjutnya disebut 

dengan Tunjangan · Dokter ndalah tunjangan jabatan fungsional 

yang : diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan 

" clitugaskan sccara penuh dalam J abatan Fungsional Dokter sesuai 

dengan ketcntuan peraturan perundang-undangau. 

2. TWljangan ... 
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•· 2. Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter Gigi, yang selanjutnya 

di:>ebut dcngan Tunjangan . Dokter ·Gigi adalah tunjangan 

jabatan fungsional yang dibcrikan kepada Pegawai Negeri Sipil 

yang diangkat dan dituga~kan secara pen uh dalam J abatan 

Fungsional Dok_ter . Gigi. sesuai dengan ketentuan peraturan 
I 

pcnindang-undangan. 

3. Tunjangan Jabatan Fungsional Apoteker, yang selanjutnya disebut 

dcngan Tunjangan Apotcker adalah tunjangan jabatan fun.gsional 

yang dibcrikan kepada Pegawai Negeri. Sipil yang diangkat dan 

ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Apoteker 

sesuai dcngan ketentuan peraturan pcrundang-undangan. 

4. Turjangan Jabatan Fungsional · Asisten Apoteker, yang 

sehmjutnya disebut dengan Tunjangan Asisten Apoteker adalah 

tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai 

Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam 

Jabatan Fungsional Asisten Apoteker sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-.undangan. 

5. Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan, 

yang sclanjutnya disebut dengan Tunjangan Pranata Laboratoriwn 

Kcsl!h~tan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan 

kcpada Pegawai Ncgcri Sipil yang diangkat dan ditugaskan s~cara 

penuh dalam !Jbatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan 

sesuai dcngan lletentuan peraturan pcrundang-undangan. 

\ 6. Tunjangan Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan, yang 

sclaujutnya discbut dcngari Tunjangan Epidemiolog Kesehatan 

adalah ... 
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adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada 

Pegawai Negeri Sipil yang dianglcat dan ditugaskan secara penuh 

dalam Jabatan Fungsionai Epidemiolog. Kesehatan sesuai dengan 

ketcutu.an peraturan perundang-undangan. 

7. Tunjangan J abatan Fungsional Entomolog Kesehatan, ·yang 

selanjutnya disebut dengan Tunjangan Entomolog Kesehatan 

adaleh tunjangan . jabatan fungsiol,lal yang diberikan kepada 

Pegawai Negeri Sipil y~g diangkat dan ditugaskan secara penuh 

dalam Jaba~ Fungsional Entomolog Kesehatan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perund~g-undangan. 

8. Tunjangan Jabatan Fungsional Sanitarian, yang selanjutnya 

disebut dengan Tunjangiµi Sanitarian adalah tunjangan jabatan 

fung:donal yan$ diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang 

diangkat dan 'ditugask~ sccara pcnuh dalam J abatan Fungsional 

Sanitarian sesuai dengan . ketentuan. peraturan perundang­

undangan. 

9. Tunjangan Jabatan Fungsional A~strator Kesehatan, yang 

selnnjutnya disebut dengan Tunjangan Administrator Kesehatan 

adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada 

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh 

dalam Jnbatan Fungsional Administrator ~esehatan sesuai dengan 

ketentuan pe~aturan perundang-undangan. 

10. Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatai. Masyarakat, 

yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penyuluh Kesehatan 

Masyarakat adalah tunjangan jabatan fungsional yang 

diberikan ... 

r 
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diherikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan 

ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsiunal Penyuluh 

Kesehatan . Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan 

penmdang-undangan. 

11. Tunjangan Jabatan Fungsional Pcrawat Gigi, yang selanjutnya 

disebut dengan Tunjangan Perawat Gigi adalah tunjangan jabatan 

fwtgsional yang .diberikan kepada Pegawai Neg~ri Sipil yang 

diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional 

Pcrawat Gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan. 
t 

12. Tu:ijangan Jhbatan Fungsional Nutrisionis, yang selanjtitny·a 

disebut dengan Tunjangan Nutrisionis adalah tunjangan jabatan 

fungsional yang dibcrikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang 

diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional 

Nutrisionis sesuai dengan kctentuan peraturan perundang~ 

unda:igan. 

13. Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan, yang selanjutnya disebut 

dengan Tunjangan Bidan adalah tunjangan jabatan fung~ional 

yang dibcrikan kepada Pr.gawai Negeri Sipil yang diangkat dan 

ditugaskan sccara penuh dalam Jabatan Fungsional Bidan sesuai 

dengan ketentuan peraturan pcrundang-undangan. 

14. Tunjangan Jabatan FU:Ilgsional Perawat, yang selanjutnya disebut 

dengan Tunjangan Perawat adalah tunjangan jabatan fungsional 

' yang diberikan kcpada Pcgawai Negeri Sipil yang diangkat dan 

ditugaskan sccara pcnuh dalam J abatan Fungsional Perawat sesuai 

denganlkctentuan pcraturan pcrundang-undangan. 

15. Tunjangan ... 
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15. Tunjangan Jabatan Fungsional Radiografer, yang selanJutrya 
' 

discbut dengan Tunjangan Radiografer adalah tunjangan 

jabatan fungsional yang · diberikan kepada Pegawai Negeri 

Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam J abatan 

Fungsional R.adiografer sesuai dengan ketentuari peraturan 

perundang-widangan. 

16. Tunjangan Jabatan Fungsional Per.ekam Medis, yang selanjutnya 

dis~but dengan Twijangan Perekam Medis adalah tunjangan 

jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil 

yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jab a tan 

Fungsional · Perekam Medis sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

17. Tunjangan Jabatan Fwigsional Teknisi Elektromedis, yang 

selanjutnya disebut dengan Tunjangan Teknisi Elektromedis 

adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada 

Pegawai Negcri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh 

dalam Jabatm Fungsional Teknisi Elektromcdis sesuai dengan 
f .. 

ketcntwm peraturan perundang-undangan. 

Pasal 2 

Kcpada Pcgawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara 

penuh dalam Jabatan Fwigsional Dolder, Dolder Gigi, Apoteker, 

' Asisten Apoteker, Pranata Laboratoriwn Kesehatan, Epidemiolog 

Kesehat:m, Entomolog · Keschatan, Sanitarian, Administrator 

Kesehatan, Penyuluh · Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, 

Nutrisionis ... 
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Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan 

Teknisi Elektromcdis, diberikan tunjangan Dokter, Dokter Gigi, 

Apoteker, Asisten Apoteker, Pr.an~ta Laboratoriwn Kesehatan, 

Epider.llolog Kcsehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, 

Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat 

Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan 

Teknisl Elektromedis setiap bulan. 

Pasal 3 

Besarnya tunjangan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten 

Apoteker, Prnnata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, 

Entomolog ~csehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, 

Penyuluh Keschatan Masy8:fakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, 

Perawat, Radiografer, Perelcam Med.is, dan Telmisi El.ektromedis 

sebagai.J1ana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran 

IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lnmpiran VII, Lampirar1 VIII, 

Lampi!'.an IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran YJI, Lampiran 

XIII, Lampiran XIV, Lampfran XV, Lampiran XVI, dan Lampiran 

XVII Peraturan Presiden .ini. 

Pasal 4 

(1) Tunjangan Dokter, Dolder ,Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, 

Praua~ Laboratoriwn Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, 

Entomolog ... 
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Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, 

Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, 

Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi 

Elektromedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan 

tcrhitung mulai tanggal 1Januari2006. 

(2) Sejak mulai tanggal pcmberian tunjangan sebagaimana dimaksud 

pada ay&t (1), bagi Pcgawaf Negeri Sipil yang telah menerima 

tunjangan jabatan fllllgsional bcrdasarkan ketentuan peraturan 

pen:.ndang-undangan, kepadanya hanya diberikan selisih 

kek1ll'angan besarnya tunjangan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, 

Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog 

Kes~hatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator 

Kes~hatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, 

Nutr.isionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan 

Tekuisi Elektromedis berdasarkan Peraturan Presiden ini dengan 

besamya tunjangan jabatan fungsional yang telah diterimanya 

sampai 
1 
dengan diberlkannya tunjangan Dokter, Dokter Gig~, 

Apor.eker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, 

Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, 

Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, 

Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam 

Med\s, dan Teknisi Elektromedis berdasarkan Peraturan Presiden 

ini. 

Pasal s 
Pernberian tunjangan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten .•. 
Apoteker, Pranata Laborato'rium Kesehatan, Epiderniolog 

Kcsehatan ... 
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Kesehutan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator 

Kesehatan.. Pcnyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, 

Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan 

Teknisi Elektromedis dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan 

struktural .atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang 

mengakibatkan pcmberian twljangan clihentikan sesuai d~ngan 

ketentuan peraturan pe~dang-undangan . 

Pasal 6 

Ketentuan lcbih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan 

Presiden ini, diatur oleh Mentel'i Keuangan dan/atau Kepala Badan 

Kepegawaran Negara, baik secara bersama-se.ma maupun secara 

sendiri-sendiri mcnurut bidang tugasnya masing-masing. 

Pasal 7 

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka : 

a. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2000 tentang Tunjangan 

Tena.ga Keschatan; 

b. Keputusan Presiden Nomor S Tahun 2004 tentang Tunjangan 

Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten 

Apotekcr, Pranata Laboratoriwn Kcschatan, Epidemiolog 

Kcse;hatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator 

Ke:;chatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, 

Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan 

Te~isi Elektromedis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 8 ... 
( 
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Pasal 8 

Peraturail Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

~·,~~: . 
/""' S}lur~~ dengan aslmya 

Ditetapkan di Jakarta 

pada ~anggal 26 Mei 2006 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

/ ' ..... . , . ': <.· ', .~~··,~:··-i·<\ . . 
;, ·; \:,. ~efllJ:~; · c -<~:,ar1s Kabm~t t 
' ! • l 'I:.· ·, ~ • •• ~~ UJukurn 
\·, , "'' \t~. , .. ::-.':.g-Ju . g ~-.i , 
• • • ... ... I • I . 
·~..,, ~({f ... i~ \ . , . / .. , , 

· ·.~ ~· 'f' ''· ""' ·' . ----4,i:"~~ <~~ 4-;;t--
\.\. ( . · .. ( •. . -· . ....--::'t~ ·'/ ./ 
~- ··' '< •\\•t ... , . :,;;" 

~~ainbdck V. Nahattands 
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LAMPIRAN I 
PERA TU RAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 47 Tahun 2006 
TANG GAL : 26 Mel 2006 

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL 
DOKTER 

NO JABATAN 
FIJNGSIONAL 

Dokter 

Salinan sesuai dengan aslinya 

~~!~(is Kabir.et 
(.. :::· . . ~ !1da~.~ :.~~~m, . tt 

.· " ~·'""ic.c•.,. ~ I • .,:( o , 

.. · 'I 
. . I .1. : : 

Lam bock V .. .Np.ry'attands 

t • • • I ,'\ " • 

JABATAN 

Dokter Utama 1 

Dokter Madya 

Dokter Muda 

Dokter Pertama 

BESARNYA 
TUNJANGAN 

Rp 1.230.000,00 

Rp 1.094.000,00 . 

Rp 660.000,00 

Rp 278.000,00 

. 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

D,.R. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 
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PERA TU RAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 47 Tahun 2006 
TANG GAL : 26 Mel 2006 

•. TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL 
DOKTERGIGI 

NO JABATAN 
FUNGSIONAL 

Dokter Gigi 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Deputi. Sekr1el~ris Kabinet 
Bidang Hukum, 

Lambeck V. Nahattands 

.. " . . ... .... . \., .... ~ " . .. 

f' 

JABATAN BESARNYA 
TUNJANGAN 

Dokter Gigi Utama Rp 1.230.000,00 

Dokter Gigi Madya Rp 1.094.000,00 

Dokter Gigi Muda Rp 660.000,00 

Dokter Gigi Pertama Rp 278.000,00 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 
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LAMPIRAN Ill 
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 47 Tahun 2006 
T ANGGAL : 26 Mel 2006 

TUNJANGAN JADATAN FUNGSIONAL 
APOTEKER 

NO JABATAN 
FUNGSIONAL 

Apote~er 

Sa!inan s~suai_~engan c.slinya 

Deputi S.el<r~taris Kabinet 

JABATAN BESARNYA 
TUNJANGAN 

Apoteker Utama Rp 1.230.000,00 

Apoteker Madya Rp 1.094.000,00 

Apoteker Muda Rp 660.000,00 

Apoteker Pertama Rp 278.000,00 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

DR. H. SliSILO BAMBANG YUDHOYONO 

Bi~g~~Tm, . 
~·· .. .:.--~~- · ----- . · '; .. 
Lambeck V. Nahattands . 

. . . .. 
. .. . ..:.· 
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LAMPIRAN IV 
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 47 Tahun 2006 

NO 

TANGGAL : 26 Mel 2006 . 

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL 
ASISTEN APOTE~<ER 

-
JABATAN 

FUNGSIONA!.. I 

Asisten Apoteki;r 

. 

JABATAN 

Asisten Apoteker Penyelia 

Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan 

Asisten Apoteker Pelaksana 

Asisten Apoteker Pelaksana Pemula 
1 

PRESIDEN P.EPUBLIK INDONESIA. 

ttd. 

BESARNYA 
TUNJANGAN 

Rp 440.000,00 

Rp 242.000,00 

Rp 197.000,00 

Rp •183.000,00 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

. ,.· ·:·;~~-~~~::~c_~~·~:~-~ 
,/ S~l!n'an sesil~~<'.i . . an aslinya 
. : • . J.}, \ .• 

' Deputi Sektet~ris\. ab:net 
. ..Bidang Huku. , 

.. 

____ -=-m .. ...,,....--c.e ; "" .: c c ~c...----

. . 

Lambeck V. Nahattar.ds 

t •.,' 1'\·I P\ \"1 • . . I 
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PRES I OEN 
REPUBLIK INOONESIA 

LAMPIRAN V 
PERATURAN PRESIDEN REPUBLU< INDONESIA 
NOMOR 47 Tahun 2006 
TANGGAL : 26 Mel 2006 

t 

TUNJANGAlN JABATAN FUNGSIONAL 
PRANAT A LABO RA TORI UM KESEHAT AN 

JABATAN FUNGS!ONAL 

Pranata Laboratoriurn 
Kesehatan Ahli 

Pranata Laboratorium 
Kesehatan Terampil 

•. 

JABATAN 
.. 

Pranata Laboratorium Kesehatan 
Madya 

Pranata Laboratorium Kesehatan 
Mud a 

Pranata Laboratorium Kesehatan 
Pertama 

Pranata Laboratorium Kesehatan 
'Penyelia 

Pranata Laboratorium Kesehatan 
Pelaksana Lanjutan 

Pranata Laboratorium Kesehatan 
Pelaksana 

Pranata Laboratorium Kesehatan 
Pelaksana Pemula 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd . 

BESARNYA 
TUNJANGAN 

Rp 715.000,00 

Rp 495.000,00 

Rp 253.000,00 

Rp 440.000,00 

Rp 242.000,00 

Rp 197.000,00 

Rp 183.000,00 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 
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LAMPIRAN VI 
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 47 Tahun 2006 
TANGGAL : 26 Mei 2006 

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL 
EPIDEMIOLOG KESEHAT AN 

JABATAN 
FUNGSIONAL 

Epidemiolog Kesehatan 
Ahli 

Epidemiolog Kesehatan 
Terampil 

Larnbock V. Nahattands 

... . -. 1~ ,.,"", . 
' 1 \ • · ~ : 

·•' 

JABATAN 

Epidemiolog Kesehatan Madya 
( 

Epidemiolog Kesehatan Muda 

Epidemiolog Kesehatan Pertama 

Epidemiolog Kesehatan penyelia 

Epidemiolog Kesel •::itan Pelaksana Lanjutan 

Epidemiolog Kesehatan Pelaksana 

Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula 

PRESIDEN REPUBLIK INDOt~ESIA, 

ttd. 

BESARNYA 
TUNJANGAN 

Rp 715.000,00 

Rp 495.000,00 

Rp 253.000,00 

Rp . 440.000,00 

Rp 242.000,00 

Rp 197.000,00 

Rp 183.000,00 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 



• 

~ NO 

I 1 

2 

·. 
·•' 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

LAMPIRAN VII 
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 47 Tahun 2006 
TANG GAL : 26 Mei 2006 

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL 
ENTOMOLOG KESEHA TAN 

JABATAN 
FUNGSIONAL 

Entomolog Kesehatar. 
Ahli 

Entomolog Kesehatan 
Terampil 

JABATAN 

Entomolog Kesehatan Madya 

Entomolog Kesehatan Muda 

Entomolog Kesehatan Pertama 

Entomolog Kesehatan Penyelia 

Entomolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan 

Er.tomolog Kesehatan Pelaksana 

Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, .. 
.. ttd. 

BESARNYA 
TUNJANGAN 

Rp 715.000,00 

Rp 495.000,00 

Rp 253.000,00 

Rp 440.000,00 

Rp 242.000,00 

Rp 197.000,00 

Rp 183.000,00 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

,...~=~~ 
,.. . , p.11 .... r "". " t-:,.. 

Saliri:a'n"'S"esuaF'd.e~gan aslinya 
, .o'~'puti~~~r~f~·~,~~·~~binet 

\ .. : .. Bidang_Hu~uh: ; 
~ .. ~~~~~"'-- /-c..L------ '. 

Lambeck V. Nahattands 

,·• r.,,~, r:.'<1 ··. ·, 
. . :· . ' 



PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

LAMPIRAN VIII 
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA~ 
NOMOR 47 Tahun 2006 
·r ANGGAI. : 26 Mei 2005 

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL 
SANITARIAN 

NO 
JABATAN JABATAN 

BESARNYA 
FUNGSIONAL TUNJANGAN 

1 

2 

Sanitarian Ahli 

. 

Sanitarian Tera,npil 

--· 

Salinan ses~ai dengan CJ::>linya 

. Deputi Sekretaris Kabinet 
Bida~g Hukum, 

Lambeck V. Nahatta:ids 

. ..... 

.. 

Sanitarian Madya 

Sanitarian Muda 

.Sanitarian rertama , .. 

Sanitarian Penyelia 

Sanitarian Pelaksana Lanjutan 

Sanitarian Pelaksana 

Sanitarian Pelaksana Pemula 

PRESIDEN REPUBLIK !NDONESIA, 

ttd. 

Rp 715.000,00 

R1J 495.ooo .• oo 

Rp 253.000,00 

Rp 440.000,00 

Rp 242.000,00 

Rp 197.000,00 

Rp 183.000,00 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 



NO 

PRESIDEN 
REPUBLIK INOONESIA 

LAMPIRAN IX 
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

JABATAN 

NOMOR 47 Tahun 2006 
TANGGAL : 26 Mei 2006 

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL 
ADMINISTRATOR KESEHATAN 

,. 
f 

FUNGSIONAL 
JABATAN BESARNYA 

TUNJANGAN 

Administrator Keseh'atan Administrator Kesehatan Madya Rp '715.000,00 

. 

.. 

.. 

... . , · ... . . , .•• I. 

Administrator Kcsehatan Muda .. 

Administrator Kesehatan Pertama 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

Rp 495.000,00 

Rp 253.000,00 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 



' I 

PRESIDEN 
REPUSLIK INDONESIA 

LAMPIRAN X 
PERATURAN PRE.SIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NO 

1 

2 

NOMOR 47 Tahun :WOS 
TANG GAL : 26 Mel 20U6 

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL 
PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT 

.. 

JABATAN 
FUNGSIONAL 

Penyuluh Kesehatnn 
Masyarakat Ahli 

·-
Penyuluh Kesehatan 
Masyarakat Teram:Jil 

I 

JABATAN 

Penyuluh Kesehatan Masyarakat 
Mady a 

Penyuluh Kesehatan Masyarakat 
Mud a 

Penyuluh Kesehat.an Masyar-3kat 
Pertama 

Penyuluh Kesehatan 
Masayarakat Penyelia 

Penyuluh Kesehatan Masyarakat 
Pelaksana Lanjutan 

Penyuluh Kesehatan Masyar3kat 
Pe;aksana 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

BESARNYA 
TUN JAN GAN 

Rp 715.000,00 

'· 
Rp 495.000,00 

Rp 253.000,00 

Rp 440.000,00 

Rp 242.000,00 

Rp 197.000,00 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

,· .... i"·~ :~~:· .... . 
Salinah-"Sesuai dengan aslinya .. .. 

\, ·~ 

. Deputi Sekretarj~ Kabinet 
Bidc;ng . Hu~um, 

t 
~~~~- ,4..t' f 

· Lambeck V. Nahattands 

. . ... \ . ,·\·, . ~ ~ 



• 

PRES I DEN 
REPUBLIK INDONESIA 

LAMPIRAN XI 
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 47 Tahu;1 2006 
TANG GAL : 26 Mei 2006 

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL 
PERAWAT GIGI 

NO JABATAN 
FUNGSIONAL 

P~rawat Gigi 
\ 
' 

I 

' 

I 

-··:SaliO'i!l sesuai dengan aslinya 
.. ··: .· Dep .. ~ttSekretaris Kabinet 

JABATAN BESARNYA 
TUNJANGAN 

,. , 
.. 

Perawat Gigi Penyel!a Rp 440.000,00 

Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan Rp 242.000,00 

Perawat Gigi Pelaksana Rp 197.000,00 
" 

Perawat Gigi Pelaksana Pemula Rp 183.000,00 

-

PRESIDEN REPUBLIK ll~DONESIA, 

ttd. 

DP.. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

· .:... .·.. . /J:id~pg: Hukurn, 
- .t_.cw.e.~-

"· ' 
Lambo.~k V. Nahattands 

... · ' ~' ·,:., ~·:'ti 
. \ 



NO 

1 

2 

PRESIDEN 
ll E PUBLIK INDONESI/\ 

LAMPIRAN XII 
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 47 Tahun 20'J6 
TANGGAL : 26 Mel 200S 

TIJNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL 
NUTRISIONIS 

.. 

JABATAN 
FUNGSIONAL 

Nutrisionis Ahli 

\ 

Nutrisionis Teram~il 

.. Saifn~~: ~~s~ai d.~nga,1 aslinya 
~ ·· .. : ' , ~ 

. Deputi Sekretari~ Kc..binet 
· Bidang ~uK~m . 

-===== · 

JABATAN 
BESARNYA 

TUNJANGAN 

Nutrisionis Madya Rp 715.000,00 

Nutrisionis Muda Rp 495.000,00 

Nutrisionis Pertama Rp 253.000,00 

Nutrisionis Penyelia Rp 440.000,00 

Nutrisionis Pelaksana Lanjutan Rp 242.000,00 

Nutrisionis Pelaksana Rp 197.000,00 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

~~-.::.- -4""'~<'~-
~---~---- , 

Lambock V. Nahattands 



NO 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

LAMPIRAN XIII 
PERATURAN PRESlDEN REPUBLIK INDONESIA 

.. 

NOMOR 47 Tahun 2006 
TANG GAL : 26 Mei 2006 

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAi.. 

JABATAN 
FUNGSION/.i.L 

Bid an 

BIDAN 

JAE.AT AN 

Bidan Penyelia 

Bidan Pelaksana Lanjuta~ 

Bidan Pelaksana 

PRESIDEN. REPUBLIK IN~ONESIA, 

ttd. 

BESARNYA 
TUNJANGAN 

Rp 440.000,00 

Rp 242.000,00 

Rp 197.000,00 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

Salin~n.'se:s·~~i dengar. aslinya 

Deputi Sekretaris Kubinet 
Bidang ~ukum, 

~~~ ~' <i!""'-- t",....v--

Lambock V. Nahatlands 

' 

• ':' • 11(1 . 

I 



.. 
.. , . 

NO 

1 

2 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

LAMPIRAN XIV 
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 47 Tahun 2006 
T ANGGAL 26 Mei 2006 ,. 

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL Pf:RAWAT 

. 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

Perawat Ahli 

' 

Perawat Terampil 

Salinan ·:s~·soa·i . dengan aslinya 

Deputi S~k;~ta~·is Kabinet 
Bidang Hukum, 

JABATAN 
BESARNYA 

TUNJANGAN 

Perawat Madya Rp 715.000,00 

Perawat Muda Rp 495.000,00 

Perawat Pertama Rp 253.000,00 

Perawat Penyelia Rp 440.000,00 

Perawat Pelaksana Lanjutan Rp 242.000,00 

Perawat Pelaksana Rp 197.000,00 

Perawat Pelaksana Pemula Rp 183.000,00 

PRESl'.JEN REPUBLIK INDONESiA. 

ttd. 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

---'~~- '~-­
Lambeck V. Nahat:.ands 



• 

NO 

PRESl')EN 
REPUBLIK INDONESIA 

LAMPIRAN XV 
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 47 Tahun 2006 
TANG GAL : 2o Mei 2006 

.. 
TUNJANGAN JABATAN F.LlNGSIONAL 

RADIOGRAFER 

JABATAN 
FUNGSIONAL. 

Radiografer 

Salinan s'esu~i dengan aslinya 
. . /·. · .. ·.~. \\ 

· Depliti Sekretar.i.s Kebinet 
.. Bida'ng/Hu~um , 

JABATAN BESARNYA 
TUNJANGAN 

Radiografer Penyelia Rp 440.000,00 
' 

Radiografer Pelaksana Lar1jutan Rp 242.000,00 

Radiografer Pelaksana Rp 197.000,00 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

:;.. . • J . / --

---~~· ~ ~<:-re.e...-.7 ~-_ .. 
Lambb.ck V. Nahattnnds 

' 
,. 

' . ; •• -:, • • , • . 1 ·1· t . • 



. . 

PRESiDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

LAMPIRAN XVI 
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 47 Tahun 2006 
TANG GAL : 26 Mei 2006 

TUNJANGAN JABATAN ~UNGSIONAL 
PEREKAM MEDIS 

NO JABATAN 
FUNGSION.A L 

Perekam Medis •. 

JABATAN BESARNYA 
TUNJANGAN 

Perekam Medis Penyelia Rp. 440.000,00 

Pere:<am Medis Pelaksana Lanjutan Rp. 242.000,00 

Perekam Medis Pelaksana Rp. 197.000,:J 

PRESIDEN REPUBLll< 1NDONESIA 

ttd. 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

Salin.an sesuai d~ngan aslinya 
·~ . . ... . . ~ .. · ·· . ·. ·. 

· ·oeputi $ekr~taris· Kabinet 
· . · Bi9ang·Hukum, 

. '"· . . •I 
., ~~~~~ ~. 
~' -~ 

' "· ', I / 

Lambock V. Nahaltands 



... 

, \ 

NO 

f' PRESIDEN 
REPlJBLIK INDO~ESIA 

LAMPIRAN XVII 
PERATURAN PRESIDE~ REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 47 Tahui1 2006 
TANGGAL 26 Mel 2006 

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL 
TEKNISI ELEKTROMEDIS 

JABATAN 
r:UNGSIONAL 

I 

Teknisi Elektromedis 

'· ·. 

JABATAN 

Teknisi Elektromedis Penyelia 

Teknisi Elektromedis Pe!aksar.a Lanjutan 

Teknisi Elektromedis Pelaksana 

PRESIDEN REPUBLIK ll~DONESIA. 

ttd. 

-
BcSARNYA 

TUNJANGAN 

Rp 440.000,00 

Rp 242.000,00 
I 

Rp 197.000,00 

DR. H. SUSILO BAMBA~G YUDHOYONO .. 

. . · saiih~m . s.~suai dengan aslinya ..... 
Depl,l.ti Sekretaris Kabinet 

BidaQg Huk.urr1, 
rr";.....~ '"" ~ ~---..... L-1 -·-.. . . :,..' . 

Uimbock V. Nahattands 

.. 

I ' . 


